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MK Putus 11 Gugatan Hasil Sengketa Pileg Jatim 2019

Jakarta, 7 Agustus 2019- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 pada Rabu
(7/8), pukul 08.00 WIB. Sebelumnya persidangan penangangan perkara ini digelar pada Panel 1 yang
dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim
Konstitusi Enny Nurbaningsih. Permohonan teregistrasi dengan sebelas nomor perkara, yaitu 139-09-
14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo), 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar),
14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  (PKB), 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai
Hanura), 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), 157-02-14/PHPU.DPR-
DPRD/XVII1/2019 (Partai Gerindra), 208-07-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), 76-03-
14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai PDI Perjuangan), 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
(Partai Demokrat), 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), dan 124-12-14/PHPU.DPR-
DPRD/XVI11/2019 (PAN). Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu
Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor
987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019.

Pada sidang pengucapan Putusan/Ketetapan kemarin (22/7), terdapat perkara yang dinyatakan
dengan alasan hukum permohonan ditarik, perkara Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRP/XVII/2019
yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa untuk Provinsi Jawa Timur Dapil Malang 6. Berikutnya,
disebutkan perkara yang dinyatakan bahwa posita dan petitum tidak bersesuaian, di antaranya perkara
Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRP/XVII/2019 yang diajukan Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur
Dapil Jatim 1. Selanjutnya, terdapat pula perkara dengan alasan hukum berupa Pemohon tidak
bersedia membacakan permohonan dalam persidangan untuk dapil tertentu, yaitu perkara perkara
Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRP/XVI1/2019 yang diajukan Partai Golkar untuk Provinsi Jawa Timur
Dapil Pamekasan 1.

Pada sidang Senin (15/7) lalu, Panel Hakim | telah mendengarkan Jawaban Termohon KPU Jawa
Timur terhadap perkara Nomor 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 khusus Dapil Jember 3 yang
dimohonkan Partai Perindo. Sigit Nurhadi selaku Kuasa Hukum KPU menyebutkan permohonan kabur
karena Pemohon pada Selasa (9/7) lalu, tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara milik
Pemohon disesuaikan dengan penghitungan Pemohon yang disandingkan dengan perolehan suara
partai politik lain.

Berkenaan dengan perkara Nomor 183-04-14/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai
Golkar, Arif Effendi menjelaskan bahwa permohonan perseorangan yang diajukan Agoeng Prasodjo
mempermasalahkan perolehan suara dengan Aan Ainur Rofik adalah permasalahan internal partai.
Dalam hal ini, Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum sebagai syarat pengajuan
permohonan ke MK. Meski demikian kata Arif, Ketua KPU Surabaya beserta jajarannya telah
melakukan pertemuan klarifikasi dan melakukan pencermatan pada salinan C1 pada kedua wilayah
tersebut.
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